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KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2027

Menimbang '. a.

BUPATI HALMAHERA BARAT

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 144 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2417 tentang Tata Cara
perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, seda Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

bahwa untuk kelancaran penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2427 perlu dibentuk Tim Penyusun;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan
Tim Penyusun Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2027.
Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-

undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat ll dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I

Maluku menjadi Undang-undang;
Undang-undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2000;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan

Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi
Maluku Utara;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang. Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor47, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2A22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A22 bntang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Fusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 6757\;

B. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4817'.1;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322\;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2A17 bntang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 1312');

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

050.5889 Tahun 2A21 bntang HasilVerifikasi, Validasi dan lnventarisa$i

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2021

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-
2026\;

Surat Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 05011073/BP3D-HB/2025 Tanggal 02

Desember 2025 tentang Permohonan Penetapan Tim Penyusun Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2A27

MEMUTUSKAN

Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Halmahera Barat Tahun 2027 dengan Susunan dan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini;

Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam

Lampiran ll Keputusan BuPati ini
KEDUA



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Dalam Melaksanakan tugas Tim Penyusun bertanggung jawab kepada Bupati

Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Segata biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera

Barat melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Halmahera Barat

Tahun Anggaran 2A26;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan Disampaikan kePada vth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
3. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. lnspektur lnspeKorat kab. Halmahera Barat diJailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

Ditetapkan di
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LAMPIRAN I

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
19 lK?TSllt2A26
1 JANUARI 2026

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD) TAHUN 2027

No. NAMA JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM

KET.

I. TIM INTI

1. BUPATI PENGARAH

2. WAKIL BUPATI PENGARAH

3. SEKRETARIS DAERAH PENANGGUNG
JAWAB

4. KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH

KETUA TIM

5. ASSISTEN II BIDANG PEMBANGUNAN DAN EKONOMI WAKIL KETUA

6. KEPALA BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN &

DATA BP3D

SEKRETARIS

7. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH ANGGOTA

8. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH ANGGOTA
o INSPEKTU R I NSPEKIORAT DAERAH ANGGOTA

10" KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG

ANGGOTA

11 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ANGGOTA

12. KEPALA DINAS KESEHATAN ANGGOTA

13. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN

PANGAN

ANGGOTA

14. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN ANGGOTA

15. KEPALA DINAS PERDAGANGAN INDUSTRI,

KOPERASI DAN UKM

ANGGOTA

16. KEPALA DINAS SOSIAL, PPP ANAK ANGGOTA

17. KEPALA DINAS KOMINFO STATISTIK DAN

PERSANDIAN

ANGGOTA

18. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ANGGOTA

19. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT ANGGOTA

20. KABAG HUKUM DAN ORGANISASI ANGGOTA

il.T IM POKJA BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN

1. KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN

PEMERINTAHAN BP3D

KOORDINATOR

2. PEJABAT FUNGSIONAL BIDANG SOSIAL BUDAYA

DAN PEMERINTAHAN BP3D

ANGGOTA 1 ORANG

3. KASUBAG PERENCANAAN DINAS DINAS SOSIAL, PPP

ANAK

ANGGOTA

4. KASUBAG PERENCANAAN DINAS PENDIDIKAN ANGGOTA
A KASUBAG PERENCANAAN DINAS KESEHATAN ANGGOTA

MIIG pEIUSnNGUNAN EKoNOMI DAN SUMBEAR DAYA ALAM

1. KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN

SUMBEAR DAYA ALAM BP3D

KOORDINATOR

2. PEJABAT FUNGSIONAL BIDANG PEMBANGUNAN

EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM BP3D
ANGGOTA 2 ORANG

3. KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN,

PENDAPATAN DAN REGULASI BAPENDA

ANGGOTA

4. KEPALA BIDANG ANGGARAN BPKAD ANGGOTA

lv TtM POKJA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAI {AN

1. KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN

KEWILAYAHAN

KOORDINATOR



PEJABAT FUNGSIONAL BIDANG INFRASTRUKTUR

DAN KEWILAYAHAN BP3D

KASUBAG PERENCANAAN DINAS PUPR

KASUBAG PERENCANAAN DINAS PERKIM DAN DLH

V. TIM SEKRETARIAT
KOORDINATORKASUBAG PERENCANAAN BP3D

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BP3D

BEN DAHARA PENGELUARAN BP3D

VI. TIM PENDAMPING

Nonce Hasan, S.E. M.E

Dr. Rahmad Sabuhari, SE., M.S

Dr. lr. Suryati Tjokrodiningrat
AsrilArilaha, S.E, M.M

Nurdin l. Muhammad, S.E., M.Si

W
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LAMPIRAN II

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI HALTUIAHERA BAR.AT
19 tKPTSilt2A26-+ JANUARI 2026

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

TAHUN 2027

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Pengarah bertugas dan bertanggung jawab memberikan pengarahan

dalam menentukan tujuan dan sasaran serta substansipokok RKPD Tahun

2427
Melakukan koordinasi, mengarahkan, serta memberikan petunjuk dan

pembinaan kepada Tim Penyusun dalam penyusunan RKPD serta

melaporkan progress penyusunan Dokumen RKPD kepada Bupati.

Ketua lwakil ketua Tim bertugas melakukan penyusunan, pengendalian,

dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2A27,

bertangg ungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Melakukan singkronisasi, pengumpulan data dan informasi termasuk
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan

materiRencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Tahun 2A27 dan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka

penyusunan rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun2A27

sesuai dengan lingkup koordinasi satuan kerja perangkat daerah

masing-masing atau kelompok kerja;

Melaksanakan tahapan persiapan penyusunan rancangan awal dan

merumuskan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Halmahera Barat Tahun ?427;
Melaksanakan dan berperan aktif dalam rapat tim dan menyiapkan

bahan Forum Konsultasi Publik renffina awal RKPD Kabupaten

Halmahera Barat Tahun 2A27, Musrenbang kecamatan, Forum

Gabungan Perangkat Daerah Kabupaten, dan Musrenbang

Kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera

Barat Tahun 2027;
Melaporkan tingkat kemajuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2A27 kepada Bupati

Halmahera Barat secara periodik dan pada saat diperlukan pimpinan;

Menyusun Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2A27;

Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Tahun 2027;
Sekertaris bersama Tim Sekretariat bertugas untuk:

a. Mengontrol Pelaksanaan tugas darikelompok kerja;

b. Menghimpun materidan narasiyang dihasilkan kelompok kerja;

c. Melakukan kompilasi sekaligus menyusun gabungan narasi yang

dihasilkan oleh kelompok kerja;

d. Memfasilitasi Pelaksanaan Tahapan Perencanaan dari Forum

Konsultasi Publik rencana awal RKPD Kabupaten Halmahera Barat

Tahun 2027, Musrenbang kecamatan, Forum Gabungan Perangkat

Daerah Kabupaten, dan Musrenbang Kabupaten dalam rangka

penyusunan RKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2A27.

Tim Sekretariat

Tim

PendampinglAhli

uraian tugas Tim Ahli Penyusunan RKPD secara umum:

1, Aspek Teknis Penyusunan Dokumen
a. Merumuskan Rancangan Awal:

Membantu menyusun naskah rancangan awal RKPD yang rnemuat

kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, dan

pendanaan.



b. Analisis Data dan Kebijakan:
Melakukan analisis terhadap data capaian tahun sebelumnya,
performa keuangan daerah, dan arah kebijakan nasional/provinsi

untuk diterapkan dalam dokumen RKPD.
c. Sinkronisasidan Harmonisasi:

Menyelaraskan dokumen RKPD dengan RPJMD (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renja (Rencana

Kerja) Perangkat Daerah.

d. Manajemen Resiko:
Merumuskan manajemen risiko dalam dokumen perencanaan,

terutama untuk proyek strategis atau target prioritas.

2. Aspek Musrenbang dan Partisipasi
a. Analisis Usulan Masyarakat:

Mengolah hasil musyawarah perencanaan pembangunan

(Musrenbang) dari tingkat desalkecamatan untuk diselaraskan

dengan prioritas daerah.
b. Penyusunan Daftar Usulan:

Menyusun daftar usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang.

3. Aspek Kualitas dan Validitas
a. Penyusunan Naskah Akademis:

Membuat naskah akademis atau kajian akademis yang mendasari

kebijakan pembangunan yang diambil.

b. Quality Control (Penjamin Kualitas):
Memastikan draf akhir RKPD telah memenuhi persyaratan

peraturan perundang-undangan, akurat, dan dapat

diimplementasikan.
c. Reviu Target dan lndikator:

Merumuskan indikator kinerja utarna dan target yang terukur
(S.M.A.R.T) dalam dokumen RKPD.

4. Aspek Pelaporan
a. Menyusun Laporan dan PaParan:

Membuat draf laporan akhir dan bahan paparan dalam proses

penyusunan RKPD.
b. Pertanggungjawaban:

Menyampaikan laporan dan hasil kerja kepada Kepala Daerah

melalui Bappeda.
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